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                                                           Nomor    : 503/1504/2021 
                                                           Tanggal  : 08 Desember 2021 
 
   

1. Standar Pelayanan (SP) Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS 
RBA 

 
1.1. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Per KBLI) 

a. Standar Pelayanan (SP) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perikanan dan 

Kelautan 

1) Tingkat Risiko: Rendah 

 

a) KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) STANDAR PELAYANAN 

No Komponen Uraian 

1 Produk Pelayanan NIB 

2 Persyaratan Pelayanan a. Administrasi; 

b. Lokasi; 

c. Bangunan; 

d. Sarana, Prasarana dan Peralatan; 

e. SDM, dan 

f. 
 

Dokumen Teknis lainnya yang 
dipersyaratkan sesuai NSPK. 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistem, Mekanisme, dan 
Prosedur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a Pelaku Usaha mengajukan permohonan 
melalui portal www.oss.go.id; 

b. Pelaku usaha memilih menu MASUK; 

c. 
 
 

Pelaku usaha memasukkan Username dan 
Password beserta Captcha yang tertera, 
lalu klik tombol MASUK; 

d. 
 

Pelaku usaha memilih Menu Perizinan 
Berusaha dan pilih Permohonan Baru; 

e. Pelaku usaha melengkapi Data Pelaku 
Usaha; 
 

No. Kode KBLI Uraian Skala Usaha 

1 03133 Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut Mikro dan 
kecil 

2 03143 Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Perairan 
Darat 

Mikro dan 
kecil 

3 08930  Ekstraksi Garam  Mikro  

4 47215 Perdagangan Eceran Hasil Perikanan Mikro dan 
kecil 

5 47245 Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan Mikro dan 
kecil 

7 47753 Perdagangan Eceran Ikan Hias Mikro dan 
kecil 

8 47754 Perdagangan Eceran Pakan Ternak Unggas/ Ikan 
dan Hewan Piaraan 

Mikro dan 
kecil 

9 47815 Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar 
Komoditi Hasil Perikanan 

Mikro dan 
kecil 

10 47825 Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar 
Daging Olahan dan Ikan Olahan 

Mikro dan 
kecil 

11 47828 
 

Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar 
Pakan Ternak, Pakan Unggas dan Pakan Ikan 

Mikro dan 
kecil 

12 72106 Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Perikanan 

Dan Kelautan 

Mikro dan 
kecil 



 f. 
 
 

Pelaku Usaha memvalidasi Kelengkapan 
Data Badan Usaha (Bagi Badan usaha/Non 
perorangan); 

g. Pelaku usaha melengkapi Data Bidang 
Usaha; 

h. 
 

Pelaku usaha melengkapi Data Detail 
Bidang Usaha; 

i. Pelaku usaha memeriksa Daftar 
Produk/Jasa; 

j. 
 
 
k. 

Pelaku usaha melengkapi Data Usaha 
(Aktivitas Impor,BPJS dan WLKP (Bagi 
Badan usaha/Non perorangan); 
Pelaku usaha memeriksa Daftar Kegiatan 
Usaha; 

l. Pelaku usaha memeriksa dan melengkapi 
Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/ 
Bidang Usaha Tertentu); 

m 
 

Pelaku usaha memahami dan mencentang 
Pernyataan Mandiri; 

n. 
 
o. 

Pelaku usaha Memeriksa Draf Perizinan 
Berusaha; 
Perizinan Berusaha (NIB) terbit. 
 

4 Jangka Waktu Pelayanan <1 hari kerja  

5 Biaya/Tarif GRATIS 
 

6 Penanganan Pengaduan Saran 
dan Masukan 

a. 
 

Pemohon dapat datang ke kantor 
DPMPTSP selama jam pelayanan; 

  

b. Pengaduan dapat dilakukan melalui media : 

 
 

Website    : dpmptsp.purbalinggakab.go.id 
                 atau 
                   maturbup.purbalinggakab.go.id 

       
              

Email         :dpmptsp@purbalinggakab.go.id 
WA          : 085799179892 
 

  

7 Dasar Hukum a. 
 
b. 
 
 
c. 
 
 
d. 
 
 
 
e. 
 
 
f. 
 
 
 
g. 
 
 
h. 
 
 
 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 
Tentang Cipta Kerja; 
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko; 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Di Daerah; 
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan 
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah; 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan Penataan 
Ruang; 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup; 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 
2021 Penyelenggaraan Bidang Kelautan 
dan Perikanan; 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan 
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 
Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha 
Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki 



 
 
 
 
 
 
i 
 
 
 
 
 
i. 
 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan  
Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan 
Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan 
Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan 
Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan 
Hidup; 
Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan 
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan 
Perikanan; 
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 55 
Tahun 2021 tentang Pendelegasian 
Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan Kepada Kepala Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu. 
 

8 Sarana dan Prasarana atau 
Fasilitas 

a.      Sarana  b.   Prasarana Fasilitas 

1.    Meja 1.   Ruang Konsultasi 

2.    Kursi 2.   Toilet 

3.    Komputer 3.   Fasilitas Disabilitas 

4.    Printer 4.   Mushola  

5.   Aplikasi/Sistem 5.   Ruang Tunggu 

6.   Alat Tulis Kantor 6.   Ruang Pengaduan  

7.    CCTV 7.   Ruang bermain anak 

8.    AC 8.   Tempat parkir 

9.   Loket Informasi 9.   Jaringan Wifi 
 

9 Kompetensi Pelaksana Dilayani oleh petugas dengan kompetensi dan 
memiliki sertifikat Pelayanan Publik/ Service 
Excellence, PTSP dan OSS RBA 
 

10 Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 
 

11 Jaminan Pelayanan Pelaku Usaha mendapatkan pelayanan 
berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh 
petugas berkompeten sesuai waktu 
penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan 
ramah, cepat, tepat dan santun 
 

12 Pengawasan Internal Dilakukan oleh : 

a. Pengawasan fungsional oleh APIP; 

b Pengawasan internal oleh atasan langsung 
secara berjenjang. 
 

13 Jaminan Keamanan dan 
Keselamatan Pelayanan 

a. 
 
 
 
 
b 

Keamanan produk dijamin keasliannya 
dengan adanya tanda tangan elektronik 
yang bersertifikasi untuk pejabat 
berwenang; 
Keselamatan dan kenyamanan dalam 
pelayanan sangat di utamakan dan bebas 
dari praktik percaloan dan pungutan liar; 
 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluasi  Kinerja Pelaksana 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. 
 
 
 
b. 
 
 
 
 

Survey Kepuasan Masyarakat dengan 
menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat 
(IKM);  
 
Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara 
berkala; 
 
 
 



 
 

  
 
 
c. 

 
 
 
Kotak saran. 
 
 

 
Ditetapkan di : Purbalingga 
Pada tanggal : 8 Desember 2021  

Kepala Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Purbalingga 
 

 
ATO SUSANTO, AP., M.Si. 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19740706 199311 1 001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2) Tingkat Risiko: Menengah Rendah 

 

a) KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) 

No. Kode 
KBLI  

Uraian Skala Usaha 

1 03121 Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Perairan Darat Mikro 

2 03122 Penangkapan Crustacea di Perairan Darat Mikro 

3 03123 Penangkapan Mollusca di Perairan Darat Mikro 

4 03124 Penangkapan/ Pengambilan Tumbuhan Air di 
Perairan Darat 

Mikro  

5 03125 Penangkapan/ Pengambilan Induk/Benih Ikan di 
Perairan Darat 

Mikro 

6 03126 Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat Mikro 

7 03129 Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat Mikro 

8 03212 Pembenihan Ikan Laut Mikro dan Kecil 

9 03213 Budidaya Ikan Hias Air Laut Mikro dan Kecil 

10 03221 Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam Mikro dan Kecil 

11 03222 
 

Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung Mikro dan Kecil 

12 03223 Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Mikro dan Kecil 

13 03224 Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah 
 

Mikro dan Kecil 

14 03225 Budidaya Ikan Hias Air Tawar Mikro dan Kecil 

15 03226 Pembenihan Ikan Air Tawar Mikro dan Kecil 

16 03227 
  

Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring 
Tancap 

Mikro dan Kecil 

17 03229 Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya 
 

Mikro dan Kecil 

18 03231 Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut Mikro dan Kecil 

19 03232 Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut Mikro dan Kecil 

20 03233 Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut Mikro dan Kecil 

21 03241 Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar Mikro dan Kecil 

22 03242 Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar Mikro dan Kecil 

23 03243 Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar Mikro dan Kecil 

24 03251 Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau Mikro dan Kecil 

25 03252 Pembenihan Ikan Air Payau Mikro dan Kecil 

26 03253 Pembesaran Mollusca Air Payausca Air Payau Mikro dan Kecil 

27 03254 Pembesaran Crustacea Air Payau Mikro dan Kecil 

28 03255 Pembesaran Tumbuhan Air Payau Mikro dan Kecil 

29 03259 Budidaya Biota Air Payau Lainnya Mikro dan Kecil 

30 03261 Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau Semua besaran  

31 03262 Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau Semua besaran 

32 03263 Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau Semua besaran 

33 10211 Industri Penggaraman/ Pengeringan Ikan Mikro dan Kecil 

34 10213 Industri Pembekuan Ikan Mikro dan Kecil 

35 10214 Industri Pemindangan Ikan Mikro dan Kecil 

36 10215 Industri Peragian/ Fermentasi Ikan Mikro dan Kecil 

37 10216 Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi Mikro dan Kecil 

38 10217 Industri Pendinginan/ Pengesan Ikan Mikro dan Kecil 

39 10219 Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk 
Ikan 

Mikro dan Kecil 

40 10221 Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan Dan Biota 
Air (Bukan Udang) dalam Kaleng 

Mikro dan Kecil 

41 10222 Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam 
Kaleng 

Mikro dan Kecil 

42 10291 Industri Penggaraman/ Pengeringan Biota Air Lainnya Mikro dan Kecil 

43 10292 Industri Pengasapan/ Pemanggangan Biota Air 
Lainnya 

Mikro dan Kecil 

44 10293 Industri Pembekuan Biota Air Lainnya Mikro dan Kecil 



45 10294 Industri Pemindangan Biota Air Lainnya Mikro dan Kecil 

46 10295 Industri Peragian/ Fermentasi Biota Air Lainnya Mikro dan Kecil 

47 10296 Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya Mikro dan Kecil 

48 10297 Industri Pendinginan/ Pengesan Biota Air Lainnya Mikro dan Kecil 

49 10298 Industri Pengolahan Rumput Laut Mikro dan Kecil 

50 10299 Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk 
Biota Air Lainnya 

Mikro dan Kecil 

51 10414 Industri Minyak Ikan Mikro dan Kecil 

52 10779 Industri Produk Masak Lainnya Mikro dan Kecil 

53 10794 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya Mikro dan Kecil 

54 50222 Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus Mikro 

55 03131 Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Laut Seluruh 

56 03132 Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Laut Seluruh 

57 03141 Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Perairan 
Darat 

Seluruh 

58 03142 Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Perairan 
Darat 

Seluruh 

 

b) STANDAR PELAYANAN 

 

No Komponen Uraian 

1 Produk Pelayanan NIB dan Sertifikat Standar 

2 Persayaratan Pelayanan a. Administrasi; 

b. Lokasi; 

c. Bangunan; 

d. Sarana, Prasarana dan Peralatan; 

e. SDM, dan 

f. 
 

Dokumen Teknis lainnya yang dipersyaratkan 
sesuai NSPK. 
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Sistem, Mekanisme, dan 
Prosedur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a Pelaku Usaha mengajukan permohonan melalui 
portal www.oss.go.id; 

b. Pelaku usaha memilih menu MASUK; 

c. 
 
 

Pelaku usaha memasukkan Username dan 
Password beserta Captcha yang tertera, lalu klik 
tombol MASUK; 

d. 
 

Pelaku usaha memilih Menu Perizinan Berusaha 
dan pilih Permohonan Baru; 

e. Pelaku usaha melengkapi Data Pelaku Usaha; 

f. 
 
 

Pelaku Usaha memvalidasi Kelengkapan Data 
Badan Usaha (Bagi Badan usaha/Non 
perorangan); 

g. Pelaku usaha melengkapi Data Bidang Usaha; 

h. 
 

Pelaku usaha melengkapi Data Detail Bidang 
Usaha; 

i. Pelaku usaha memeriksa Daftar Produk/Jasa; 

j. 
 
 
k. 

Pelaku usaha melengkapi Data Usaha (Aktivitas 
Impor,BPJS dan WLKP (Bagi Badan usaha/Non 
perorangan); 
Pelaku usaha memeriksa Daftar Kegiatan 
Usaha; 

l. 
 
 

Pelaku usaha memeriksa dan melengkapi 
Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/ 
Bidang Usaha Tertentu); 

m Pelaku usaha memahami dan mencentang 
Pernyataan Mandiri; 

n. 
 
0. 

Pelaku usaha Memeriksa Draf Perizinan 
Berusaha; 
Perizinan Berusaha (NIB) terbit. 



  

  

4 Jangka Waktu Pelayanan <1 hari kerja  

5 Biaya/Tarif GRATIS 
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Penanganan Pengaduan 
Saran dan Masukan 
 
 
 

a. 
 

Pemohon dapat datang ke kantor DPMPTSP 
selama jam pelayanan 

b. 
 
 
 

Pengaduan dapat dilakukan melalui media; 
Website    : dpmptsp.purbalinggakab.go.id atau 
                 maturbup.purbalinggakab.go.id 
 

 
 
 
 

Email         :dpmptsp@purbalinggakab.go.id. 
WA            : 085799179892 
 
 

  

7 Dasar Hukum a. 
 
b. 
 
 
c. 
 
 
d. 
 
 
e. 
 
f. 
 
 
g. 
 
 
h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
i. 
 
 
 
 
j. 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang 
Cipta Kerja; 
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko; 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 
Di Daerah; 
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan 
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 
Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan 
Perikanan; 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan 
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 
2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan 
Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan 
Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan 
Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan 
Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan 
Lingkungan Hidup; 
Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan 
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis 
Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan; 
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 55 Tahun 
2021 tentang Pendelegasian Wewenang 
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada 
Kepala Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 
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Sarana dan Prasarana atau 
Fasilitas 
 
 
 
 
 
 

a.      Sarana  b.   Prasarana Fasilitas 

1.    Meja 1.   Ruang Konsultasi 

2.    Kursi 2.   Toilet 

3.    Komputer 3.   Fasilitas Disabilitas 

4.    Printer 4.   Mushola  

5.   Aplikasi/Sistem 5.   Ruang Tunggu 

6.   Alat Tulis Kantor 6.   Ruang Pengaduan  

7.    CCTV 7.   Ruang bermain anak 

8.    AC 8.   Tempat parkir 

mailto:Email%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20:%20dpmptsp@purbalinggakab.go.id.


9.   Loket Informasi 9.   Jaringan Wifi 

9 Kompetensi Pelaksana Dilayani oleh petugas dengan kompetensi dan 
memiliki sertifikat Pelayanan Publik/ Service 
Excellence, PTSP dan OSS RBA 

10 Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

11 Jaminan Pelayanan Pelaku Usaha mendapatkan pelayanan berdasarkan 
prosedur tetap yang diberikan oleh petugas 
berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan 
perilaku pelayanan ramah, cepat, tepat dan santun 

12 Pengawasan Internal Dilakukan oleh : 

a. Pengawasan fungsional oleh APIP; 

b Pengawasan internal oleh atasan langsung 
secara berjenjang. 
 
 

13 Jaminan Keamanan dan 
Keselamatan Pelayanan 

a. 
 
 
b 

Keamanan produk dijamin keasliannya dengan 
adanya tanda tangan elektronik yang 
bersertifikasi untuk pejabat berwenang; 
Keselamatan dan kenyamanan dalam 
pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari 
praktik percaloan dan pungutan liar; 

14 Evaluasi  Kinerja Pelaksana a. 
 
 
b. 

Survey Kepuasan Masyarakat dengan 
menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat 
(IKM);  
Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara 
berkala; 

c. Kotak saran. 

 
Ditetapkan di : Purbalingga 
Pada tanggal : 8 Desember 2021  

Kepala Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Purbalingga 
 

 
 

ATO SUSANTO, AP., M.Si. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19740706 199311 1 001 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3) Tingkat Risiko: Menengah Tinggi 

a) KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) 

No.  Kode 
KBLI 

Uraian Skala Usaha Jangka 
waktu 

1 03212 Pembenihan Ikan Laut Menengah 
dan besar 

3 Hari  

2 03213 Budidaya Ikan Hias Air Laut Menengah 
dan besar 

3 Hari  

3 03221 Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam Menengah 
dan besar 

3 Hari  

4 03222 Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba 
Jaring Apung 

Menengah 
dan besar 

3 Hari  

5 03223 Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Menengah 
dan besar 

3 Hari  

6 03224 Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah Menengah 
dan besar 

3 Hari  

7 03225 Budidaya Ikan Hias Air Tawar Menengah 
dan besar 

3 Hari  

8 03226 Pembenihan Ikan Air Tawar Menengah 
dan besar 

3 Hari  

9 03227 Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba 
Jaring Tancap 

Menengah 
dan besar 

3 Hari  

10 03229 Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya Menengah 
dan besar 

3 Hari  

 

b) STANDAR PELAYANAN 

No Komponen Uraian 

1 Produk Pelayanan NIB dan Sertifikat Standar 

2 Persayaratan Pelayanan a. Administrasi; 

b. Lokasi; 

c. Bangunan; 

d. Sarana, Prasarana dan Peralatan; 

e. SDM, dan 

f. 
 

Dokumen Teknis lainnya yang dipersyaratkan 
sesuai NSPK. 

3 Sistem, Mekanisme, dan 
Prosedur 

 a. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk 
Berusaha; 

b. Pelaku Usaha melakukan Pemenuhan 
Persyaratan Izin melalui aplikasi sistem OSS 
RBA (www.oss.go.id); 

c. Dinas teknis melalukan verifikasi administrasi 
dan visitasi lapangan untuk penerbitan Izin; 

d. Dinas Teknis melakukan notifikasi 
persetujuan/ penolakan melalui sistem OSS; 

e. Unit Perizinan melakukan verifikasi atas 
Sertifikat Standar/ Dokumen Teknis  yang 
diterbitkan Dinas Teknis dan menotifikasi 
persetujuan/ penolakan; 

f. Kepala DPMPTSP melakukan notifikasi 
Penerbitan/Penolakan Izin melalui sistem 
OSS; 

g. Pelaku usaha melakukan unduh dokumen Izin  
melalui akun pelaku usaha pada sistem OSS. 

 

http://www.oss.go.id/


4 Jangka Waktu Pelayanan Sesuai NSPK per KBLI sebagaimana tersebut di huruf 
a)  

5 Biaya/Tarif GRATIS 

6 
 
 
 
 

Penanganan Pengaduan 
Saran dan Masukan 
 
 
 

a. 
 
b. 

Pemohon dapat datang ke kantor DPMPTSP 
selama jam pelayanan; 
Pengaduan dapat dilakukan melalui media : 

 
 

Website    : dpmptsp.purbalinggakab.go.id atau 
                 maturbup.purbalinggakab.go.id 

       
              

Email         :dpmptsp@purbalinggakab.go.id. 
WA            : 085799179892 

  

  

7 Dasar Hukum a. 
 
b. 
 
 
c. 
 
 
d. 
 
 
e. 
 
f. 
 
 
g. 
 
 
h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
i. 
 
 
 
 
j. 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang 
Cipta Kerja; 
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko; 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di 
Daerah; 
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan 
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup; 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 
Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan 
Perikanan; 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan 
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 
2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan 
Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan 
Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan 
Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan 
Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan 
Lingkungan Hidup; 
Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan 
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis 
Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan; 
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 55 Tahun 
2021 tentang Pendelegasian Wewenang 
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada 
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu. 

8 Sarana dan Prasarana atau 
Fasilitas 

a.      Sarana  b.   Prasarana Fasilitas 

1.    Meja 1.   Ruang Konsultasi 

2.    Kursi 2.   Toilet 

3.    Komputer 3.   Fasilitas Disabilitas 

4.    Printer 4.   Mushola  

5.   Aplikasi/Sistem 5.   Ruang Tunggu 

6.   Alat Tulis Kantor 6.   Ruang Pengaduan  

7.    CCTV 7.   Ruang bermain anak 

8.    AC 8.   Tempat parkir 

9.   Loket Informasi 9.   Jaringan Wifi 

9 Kompetensi Pelaksana Dilayani oleh petugas dengan kompetensi dan 
memiliki sertifikat Pelayanan Publik/ Service 
Excellence, PTSP dan OSS RBA 

mailto:Email%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20:%20dpmptsp@purbalinggakab.go.id.


10 Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

11 Jaminan Pelayanan Pelaku Usaha mendapatkan pelayanan berdasarkan 
prosedur tetap yang diberikan oleh petugas 
berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan 
perilaku pelayanan ramah, cepat, tepat dan santun 

12 
 

Pengawasan Internal 
 

Dilakukan oleh : 

a. Pengawasan fungsional oleh APIP; 

b Pengawasan internal oleh atasan langsung 
secara berjenjang. 
 
 

13 Jaminan Keamanan dan 
Keselamatan Pelayanan 

a. 
 
 
b 

Keamanan produk dijamin keasliannya dengan 
adanya tanda tangan elektronik yang 
bersertifikasi untuk pejabat berwenang; 
Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan 
sangat di utamakan dan bebas dari praktik 
percaloan dan pungutan liar; 

14 Evaluasi  Kinerja Pelaksana a. 
 
 
b. 

Survey Kepuasan Masyarakat dengan 
menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat 
(IKM);  
Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara 
berkala; 

c. Kotak saran. 

 
Ditetapkan di : Purbalingga 
Pada tanggal : 8 Desember 2021  

Kepala Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Purbalingga 
 

 
ATO SUSANTO, AP., M.Si. 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19740706 199311 1 001 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4) Tingkat Risiko: Tinggi 

a) KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) 

 

No. Kode KBLI Uraian Skala Usaha Jangka 
waktu 

1 03121 Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di 
Perairan Darat 

Kecil, 
Menengah, 
dan Besar 

7 Hari  

2 03122 Penangkapan Crustacea di Perairan Darat Kecil, 
Menengah, 
dan Besar 

7 Hari  

3 03123 Penangkapan Mollusca di Perairan Darat Kecil, 
Menengah, 
dan Besar 

7 Hari  

4 03124 Penangkapan/ Pengambilan Tumbuhan Air 
di Perairan Darat 

Kecil, 
Menengah, 
dan Besar 

7 Hari  

5 03125 Penangkapan/ Pengambilan Induk/Benih 
Ikan di 
Perairan Darat 

Kecil, 
Menengah, 
dan Besar 

7 Hari  

6 03126 Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat Kecil, 
Menengah, 
dan Besar 

7 Hari  

7 50222 Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang 
Khusus 

Kecil 7 Hari  

 

b)  STANDAR PELAYANAN 

No Komponen Uraian 

1 Produk Pelayanan NIB dan Izin 

2 Persayaratan Pelayanan a. Administrasi; 

b. Lokasi; 

c. Bangunan; 

d. Sarana, Prasarana dan Peralatan; 

e. SDM, dan 

f. 
 

Dokumen Teknis lainnya yang dipersyaratkan 
sesuai NSPK. 

3 Sistem, Mekanisme, dan 
Prosedur 

 a. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk 
Berusaha; 

b. Pelaku Usaha melakukan Pemenuhan 
Persyaratan Izin melalui aplikasi sistem OSS 
RBA (www.oss.go.id); 

c. Dinas teknis melalukan verifikasi administrasi 
dan visitasi lapangan untuk penerbitan Izin; 

d. Dinas Teknis melakukan notifikasi 
persetujuan/ penolakan melalui sistem OSS; 

e. Unit Perizinan melakukan verifikasi atas 
Sertifikat Standar/ Dokumen Teknis  yang 
diterbitkan Dinas Teknis dan menotifikasi 
persetujuan/ penolakan; 

f. Kepala DPMPTSP melakukan notifikasi 
Penerbitan/Penolakan Izin melalui sistem 
OSS; 

g. Pelaku usaha melakukan unduh dokumen Izin  
melalui akun pelaku usaha pada sistem OSS 

 

4 Jangka Waktu Pelayanan Sesuai NSPK per KBLI sebagaimana tersebut di huruf 
a) 

http://www.oss.go.id/


5 Biaya/Tarif GRATIS 
 

6 
 
 
 
 

Penanganan Pengaduan 
Saran dan Masukan 
 
 
 

a. 
 

Pemohon dapat datang ke kantor DPMPTSP 
selama jam pelayanan; 

  

b. Pengaduan dapat dilakukan melalui media : 

 
 

Website    : dpmptsp.purbalinggakab.go.id atau 
                 maturbup.purbalinggakab.go.id 

       
              

Email         :dpmptsp@purbalinggakab.go.id. 
WA            : 085799179892 

  

  

7 Dasar Hukum a. 
 
b. 
 
 
c. 
 
 
d. 
 
 
e. 
 
f. 
 
 
g. 
 
 
h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
i. 
 
 
 
 
j. 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang 
Cipta Kerja; 
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko; 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di 
Daerah; 
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan 
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup; 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 
Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan 
Perikanan; 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan 
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 
2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan 
Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan 
Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan 
Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan 
Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan 
Lingkungan Hidup 
Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan 
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis 
Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan; 
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 55 Tahun 
2021 tentang Pendelegasian Wewenang 
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada 
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu. 

8 Sarana dan Prasarana atau 
Fasilitas 

a.      Sarana  b.   Prasarana Fasilitas 

1.    Meja 1.   Ruang Konsultasi 

2.    Kursi 2.   Toilet 

3.    Komputer 3.   Fasilitas Disabilitas 

4.    Printer 4.   Mushola  

5.   Aplikasi/Sistem 5.   Ruang Tunggu 

6.   Alat Tulis Kantor 6.   Ruang Pengaduan  

7.    CCTV 7.   Ruang bermain anak 

8.    AC 8.   Tempat parkir 

9.   Loket Informasi 9.   Jaringan Wifi 

9 Kompetensi Pelaksana Dilayani oleh petugas dengan kompetensi dan 
memiliki sertifikat Pelayanan Publik/ Service 
Excellence, PTSP dan OSS RBA 

mailto:Email%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20:%20dpmptsp@purbalinggakab.go.id.


10 Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang 

11 Jaminan Pelayanan Pelaku Usaha mendapatkan pelayanan berdasarkan 
prosedur tetap yang diberikan oleh petugas 
berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan 
perilaku pelayanan ramah, cepat, tepat dan santun 

12 Pengawasan Internal Dilakukan oleh : 

a. Pengawasan fungsional oleh APIP; 

b Pengawasan internal oleh atasan langsung 
secara berjenjang. 
 

13 Jaminan Keamanan dan 
Keselamatan Pelayanan 

a. 
 
 
b 

Keamanan produk dijamin keasliannya dengan 
adanya tanda tangan elektronik yang 
bersertifikasi untuk pejabat berwenang; 
Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan 
sangat di utamakan dan bebas dari praktik 
percaloan dan pungutan liar; 

14 Evaluasi  Kinerja Pelaksana a. 
 
 
b. 

Survey Kepuasan Masyarakat dengan 
menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat 
(IKM);  
Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara 
berkala; 

c. Kotak saran. 

 
Ditetapkan di : Purbalingga 
Pada tanggal : 8 Desember 2021  

Kepala Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Purbalingga 
 

 
ATO SUSANTO, AP., M.Si. 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19740706 199311 1 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

b. Standar Pelayanan (SP)  Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 

c. Standar Pelayanan (SP)  Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan 

d. Standar Pelayanan (SP)   Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Industri 

e. Standar Pelayanan (SP)   Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan 

f. Standar Pelayanan (SP)   Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 

g. Standar Pelayanan (SP)   Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, Obat 

dan Makanan 

h. Standar Pelayanan (SP)   Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Sektor Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif 

i. Standar Pelayanan (SP)   Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Sektor 

Ketenagakerjaan 

j. Standar Pelayanan (SP)   Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB 

UMKU) Sektor Perikanan dan Kelautan Surat Izin Usaha Perikanan 

k. Standar Pelayanan (SP)   Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB 

UMKU) Sektor Perikanan dan Kelautan, Surat Izin Usaha Perikanan 

l. Standar Pelayanan (SP)   Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB 

UMKU) Sektor Sektor Pertanian, Pelayanan Jasa Laboratorium  

m. Standar Pelayanan (SP)   Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB 

UMKU) Sektor Sektor Pertanian, Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik 

Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia) 

n. Standar Pelayanan (SP)   Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB 

UMKU) Sektor Sektor Pertanian, Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik 

Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Asing) 

o. Standar Pelayanan (SP)   Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB 

UMKU) Sektor Sektor Pertanian, Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik 

Veteriner (pelayanan paramedik veteriner) 

p. Standar Pelayanan (SP)   Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB 

UMKU) Sektor Sektor Pertanian, Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik 

q. Standar Pelayanan (SP)   Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB 

UMKU) Sektor Sektor Pertanian, Sertifikat Cara Pembibitan Ternak yang Baik 

r. Standar Pelayanan (SP)   Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB 

UMKU) Sektor Sektor Pertanian, Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil 

(PSAT- PDUK) 

s. Standar Pelayanan (SP)   Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB 

UMKU) Sektor Perdagangan, Tanda Daftar Gudang 

t. Standar Pelayanan (SP)   Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB 

UMKU) Sektor Perdagangan, Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol 

Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C) 

u. Standar Pelayanan (SP)   Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB 

UMKU) Sektor Perdagangan, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima 

Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri 

v. Standar Pelayanan (SP)   Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB 

UMKU) Sektor Perdagangan, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima 

Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri dan luar negeri 

w. Standar Pelayanan (SP)   Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB 

UMKU) Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Izin pemanfaatan dan 

penggunaan bagian-bagian jalan 



x. Standar Pelayanan (SP)   Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB 

UMKU) Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Izin pengusahaan sumber 

daya air (Wilayah sungai  menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota) 

y. Standar Pelayanan (SP)   Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB 

UMKU) Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan, Label pengawasan/ pembinaan tempat 

pengelolaan pangan di Kabupaten 

z. Standar Pelayanan (SP)   Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB 

UMKU) Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan, Pengolahan Pangan Industri Rumah 

Tangga (P-IRT) 

aa. Standar Pelayanan (SP)   Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB 

UMKU) Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan, Sertifikat laik higiene sanitasi - di 

wilayah 

bb. Standar Pelayanan (SP)   Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB 

UMKU) Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan, Sertifikat laik sehat - di wilayah 

cc. Standar Pelayanan (SP)   Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB 

UMKU) Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan, Sertifikasi Pemenuhan Komitmen 

Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). 

dd. Standar Pelayanan (SP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk 

kegiatan non berusaha 

ee. Standar Pelayanan (SP)  Izin Penyelenggaraan Reklame 

ff. Standar Pelayanan (SP)  Izin Penelitian 

gg. Standar Pelayanan (SP)   Izin Penggunaan Aset Daerah untuk Fasilitas Olahraga 

hh. Standar Pelayanan (SP) Surat Kelayakan Operasional (SLO) kegiatan non berusaha 

dan atau kegiatan pemerintah 

ii. Standar Pelayanan (SP) Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan inseminator (SIPP 

Inseminator) 

jj. Standar Pelayanan (SP) Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan pemeriksaan 

kebuntingan (SIPP PKb); 

kk. Standar Pelayanan (SP) Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan teknik 

reproduksi (SIPP ATR) 

ll. Standar Pelayanan (SP)  Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan 

mm. Standar Pelayanan (SP)  Izin Usaha Pemotongan Hewan dan / atau Penanganan 

Daging; 

nn. Standar Pelayanan (SP) Izin Usaha Pelayanan Klinik Praktek Bersama 

oo. Standar Pelayanan (SP) Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal 

pp. Standar Pelayanan (SP)  Izin Perubahan Nama Penyelenggara Satuan Pendidikan 

qq. Standar Pelayanan (SP)  Izin Penutupan Program atau Satuan Pendidikan 

rr. Standar Pelayanan (SP)  Izin Pelayanan Radiologi 

ss. Standar Pelayanan (SP) Izin Penyelenggaraan Optikal 

tt. Standar Pelayanan (SP)  Izin Laboratorium milik pemerintah 

uu. Standar Pelayanan (SP) Izin Praktik Psikologi klinis 

vv. Standar Pelayanan (SP) Izin Praktik Perawat 

ww. Standar Pelayanan (SP)  Izin Praktik Bidan 

xx. Standar Pelayanan (SP) Izin Praktik Apoteker 

yy. Standar Pelayanan (SP) Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian 

zz. Standar Pelayanan (SP) Izin Praktik Epidemiolog Kesehatan 

aaa. Standar Pelayanan (SP) Izin Praktik Tenaga Reproduksi dan Keluarga 

bbb. Standar Pelayanan (SP) Izin Praktik/Kerja Tenaga Sanitarian 

ccc. Standar Pelayanan (SP) Izin Praktik Entomolog Kesehatan 

ddd. Standar Pelayanan (SP)  Izin Praktik Mikrobiolog Kesehatan; 

eee. Standar Pelayanan (SP)  Izin Praktik Tenaga Gizi; 

fff. Standar Pelayanan (SP)  Izin Praktik Dietisien 

ggg. Standar Pelayanan (SP)  Izin Praktik Fisioterapis 

hhh. Standar Pelayanan (SP)  Izin Praktik Okupasi Terapis 

iii. Standar Pelayanan (SP)  Izin Praktik Terapis Wicara 

jjj. Standar Pelayanan (SP) Izin Praktik Akupuntur 

kkk. Standar Pelayanan (SP) Izin Praktik Perekam Medis 



lll. Standar Pelayanan (SP)  Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler 

mmm. Standar Pelayanan (SP) Izin Praktik Teknisi Transfusi Darah 

nnn. Standar Pelayanan (SP) Izin Praktik/ Kerja Reflaksionis Optisien/Optometris 

ooo. Standar Pelayanan (SP) Izin Praktik Teknisi Gigi 

ppp. Standar Pelayanan (SP) Izin Praktik Tukang Gigi 

qqq. Standar Pelayanan (SP)   Izin Praktik Penata Anestesi 

rrr. Standar Pelayanan (SP)  Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut 

sss. Standar Pelayanan (SP)   Izin Praktik Audiologis 

ttt. Standar Pelayanan (SP)   Izin Praktik Radiografer 

uuu. Standar Pelayanan (SP)   Izin Praktik Elektromedis 

vvv. Standar Pelayanan (SP)   Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik 

www. Standar Pelayanan (SP)   Izin Praktik Fisikawan Medik 

xxx. Standar Pelayanan (SP)   Izin Praktik Radioterapis 

yyy. Standar Pelayanan (SP, Izin Praktik Ortotik Prostetik 

zzz. Standar Pelayanan (SP)   Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan 

aaaa. Standar Pelayanan (SP)   Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional 

Keterampilan 

bbbb. Standar Pelayanan (SP)   Surat Terdaftar Penyehat Tradisional 

cccc. Standar Pelayanan (SP) Surat keterangan rencana pembangunan perumahan 

bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); 

dddd. Standar Pelayanan (SP)  Persetujuan dan pengesahan dokumen Rencana 

Teknis Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); 

eeee. Standar Pelayanan (SP)   Izin Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 

ffff. Standar Pelayanan (SP) Izin Pemanfaatan Tanah Pemerintah Daerah 

gggg. Standar Pelayanan (SP)  Izin Pemanfaatan Rumah Susun 

hhhh. Standar Pelayanan (SP)  Izin Pemanfaatan Rumah Susun 

iiii. Standar Pelayanan (SP)  Perizinan Berusaha Lainnya dan/atau Perizinan Non 

Berusaha, Urusan Pekerjaan Umum,  Izin Penebangan Turus Jalan 

jjjj. Standar Pelayanan (SP)  Izin Pelandaian Trotoar 

kkkk. Standar Pelayanan (SP) Persetujuan Bangunan Gedung untuk Rumah Tinggal, 

Bangunan untuk kegiatan usaha, Bangunan Milik Permerintah dan Bangunan untuk 

Kegiatan Non Berusaha Lainnya 

llll. Standar Pelayanan (SP)  Izin Menggunakan Tanah Pengairan 

mmmm. Standar Pelayanan (SP) Izin Usaha Simpan Pinjam 

nnnn. Standar Pelayanan (SP)  lzin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan 

Pinjam 

oooo. Standar Pelayanan (SP) lzin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi 

Simpan Pinjam 

pppp. Standar Pelayanan (SP) Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam 

qqqq. Standar Pelayanan (SP)  Izin  Perpotongan  atau Perlintasan Jalan. 

 

 

 

 

Standar Pelayan  (SP) Pelayanan Non Perizinan 

1. Standar Pelayanan (SP)  Pelayanan Non Perizinan, Kemudahan pelayanan, 

Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu 

satu pintu; 

2. Standar Pelayanan (SP)  Pelayanan Non Perizinan, Pemberian insentif dan/atau 

fasilitas fiskal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah 

3. Standar Pelayanan (SP)  Pelayanan Non Perizinan, Informasi, penyediaan data dan 

informasi peluang penanaman modal. 

 


